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BAB IV 
PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasili penelitian dan pembahasani diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulain sebagai berikut: 

1. Kepolisian Resor Padang Pariaman telah menjalankan perannya secara aktif 

dan sistematis dalam penegakan hukum terhadap kasus femisida, yang 

tercermin melalui pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan 

ketentuan KUHAP serta penerapan pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP. 

Penanganan kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap tiga orang perempuan 

pada tahun 2025 menunjukkan bahwa kepolisian mampu mengungkap 

peristiwa pidana secara menyeluruh, mulai dari penemuan korban, 

pengumpulan alat bukti, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara ke 

kejaksaan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban dan 

keluarganya. 

2. Kendala iyang dihadapi Kepolisian Resor Padang Pariaman dalam penegakan 

hukum terhadap kasus femisida meliputi kendala internal berupa kompleksitas 

teknis pembuktian, khususnya dalam kasus mutilasi, serta kendala eksternal 

yang bersumber dari faktor sosial budaya masyarakat dan keterbatasan regulasi 

hukum. Belum adanya pengaturan khusus mengenai femisida dalam hukum 

pidana Indonesia menyebabkan aparat penegak hukum hanya dapat 

menggunakan pasal-pasal pembunuhan umum dalam KUHP, meskipun secara 

konseptual perbuatan tersebut memiliki karakteristik kejahatan berbasis gender. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Kepolisian Resor Padang Pariaman diharapkan terus meningkatkan 

profesionalisme dan sensitivitas gender dalam penanganan kasus pembunuhan 

terhadap perempuan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pentingnya pelaporan dini 

apabila terdapat indikasi kekerasan. Hal ini penting agar penegakan hukum 

tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada 

perlindungan dan pemulihan hak-hak korban serta keluarganya. 

2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan pembaruan 

hukum pidana dengan mengatur femisida sebagai kejahatan berbasis gender 

sebagai bentuk implementasi kewajiban negara setelah ratifikasi CEDAW 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.  

3. Masyarakat, khususnya keluarga dan tokoh adat seperti niniak mamak, 

diharapkan memperkuat fungsi kontrol sosial dengan menghidupkan kembali 

nilai-nilai adat Minangkabau yang menempatkan perempuan pada posisi 

terhormat dan terlindungi. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan, dan 

pengawasan terhadap pergaulan generasi muda. 
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